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“Kamu adalah umat yang terbaik yang diluhirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma‘ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Alluh.
Sekiranya Ahli Kitub beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka,
diantara mercka ada yang beriman, dan ada kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik”.

(Q.S. Ali Imran: 110)



PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah yang telah menghiasi kehidupan dengan
keluasan ilmu, Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang

yang tiada berujung pada hamba-Mu.

Karya ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat di
sekitar penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk selalu tetap

konsisten dalam menyelesaikan penulisan karya ini:

—> Kedua orang tua penulis bapak Sardi dan ibu Djohariyah. Serta kedua
adikku Aah dan Kholis. Kasih sayang kalian selalu membuat penulis
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—> Keluarga besar eyang Imam Sidik, yang telah mengukir indah dalam lembar
kehidupan penulis.
= Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah-Karang salam wabil

khusus kepada abuya KH. Thoha Alawy al-Hafidz dan K. Imam Mujahid
sekeluarga, matur nuwun atas segala nasehat dan tausiyahnya.
—> Teman-teman penulis:
x+ Yang menjadi bayangan dalam setiap jejak langkah penulis tanpa
mengenal suka ataupun duka.
& Yang jauh disana: Mba Fivi, Mba Faida, Mba Oah, Faryani, Bunda
Baroroh, Lastri, Ninik, Ira, Halim dan Mba Wiwi. Semangat yang kalian

berikan selalu berhembus ketika penulis lemah.
** Yang seperjuangan di kamar /daroh: [fah, Eti, ler, Ulfa, Susan, Aminah,

Ni'mah dan Aufa. Dan yang seperjuangan di Pondok Pesantren Putri Ath-
Thohiriyyah. Selama kita berjuang, yakinlah Allah beserta kita.

i+ Yang mengemban amanah bareng: Pak lurah, Ruri and akang-akang
pengurus.
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Abduh, Sugeng, Tofik, Khasbi dan Bangkit. Apapun yang kalian pilih, itu

adalah jalan terbaik.
¥ Yang sudah ikut memberikan sumbangan tulisan: Amin dan Afif.
** Yang ada di Mafaz komputer dan teman-teman yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, terima kasih atas ketulusan bantuan kalian yang
sangat berharga.
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987
tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi
sebagai berikut:

| Konsonan

Ij\'f;lll)r Nama Huruf Latin Nama
i alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be
< ta t te
& tsa ts te danes
d jim ] je
z ha h ha (dengan garis bawah)
t kha kh ka dan ha o
3 dal d de N
i J dzal dz de dan zet
J ra I er
J zai z zet o
Y sin s es
Ul syin sy es dan ye
e | shad | sh |esdanha
B ) dlad di dedanla
. P _6)__ :ujd_ngz_“
u & zha zh N zet dan ha
i ‘ain o L koma erbalik diats |




'& gain gh ge dan ha
oa fa f ef
G qaf q ki
J kaf k ka
Jd ldm I el
a mim m em
O nun o n en
g | wau W | we
B 2 ha h ha
B 3 hamzah ~'~”— Zposlro[.:. -
8 ya ya ye
I Vokal
» Vokal Tunggal (monofiong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
— kasrah i i
— dlammah u u
<3S ditulis kataba )53

*

e

i A

3

ditulis yad=habu

» Vokal rangkap (difiong)

ditulis d-ukira

—.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
G fathah dan ya ai adan i
... fathah dan wawu au adanu
RS ditulis kuifa
dﬁ diuhs faulu




II1 Maddah

Gabungan
huruf

- L3

S VoL, fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas

a

Goue kasrah dan ya i i dan garis di atas

o s

K dhammah dan wawu a u dan garis di atas

Tanda dan Huruf Nama Nama

J@  ditulis gdla b ditulis gila

@AY ditulis ramd dj.ée ditulis yagilu

IV Ta' marbathal di akhir kata
Transliterasi untuk ta’ marbithah ada dua
7 Ta"marbithah hidup ditulis /v/.

» Ta' marbithah mati ditulis /h/.

&GJ‘}"“ ditulis muzara ‘ah

» Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbithah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua Kata itu terpisah
maka fa’ marbithah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
dallk ditulis 7halhah

SM‘%N‘ ditulis al-Madinah al-Munawwarah

vV Syaddah (Tasydid)
Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

L;%U ditulis rabband




,)-.'-n ditulis a/-birr
VI  Kata Sandang
~ Kala sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
» Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf’ qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung.

Contoh:

LS-‘:!'.)S‘ ditulis ar-rajulu

(Jw ditulis al-qalamu
VII Peaulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalarn rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua
cara, bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih
penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

@J’J‘J&ﬁw éi)‘OU ditulis Wa innallaha luhuwa khairurrdzigin
VIII Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.
IX  Singkatan-singkatan

SWT s Subhanahu Wa Ta ‘ala

X1




SAW sShallallalue *Alaihi Wa Sallam

RA - Radhivallal Anhu

HR - Hadits Riwayat

hlm. : Halaman

t.th. : Tanpa Tahun

Penter;. . Penterjemah

dkk - Dan kawan-kawan

Cet. - Cetekan

Ld. : Editor

Uu : Undang-undang

HAM : Hak Asasi Manusia
X1i
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, perkawinan merupakan suatu unsur yang amat penting
menjaga kelangsungan hidup manusia secara bersih dan bermartabat. Dengan
perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjadi
secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang menempati tingkat
paling mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Salah satu tujuan dari
perkawinan adalah memperoleh anak keturunan yang sah sebagai generasi
penerus yang saleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan penuh dengan
keridlaan Allah SWT. Tentunya hal ini tidak akan tercapai tanpa sebuah ikatan
yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan,

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta
kasih sayang yang diridloi Allah.' Bentuk dari ikatan perkawinan ini memberikan
jalan yang aman pada naluri sexsual untuk memelihara keturunan dengan baik
den menjaga harga diri wanita agar 1a tidak laksana rumput yang bisa dimakan
oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.’

[katan perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

persyaratan yang ada. Hal ini dikarenakan begitu kokohnya ikatan perkawinan.

1 4 .
) 11[.Ubt? S/;l}bfi(lj('fl, /)(L?’CII'-{.)L(S(H‘lPLf/‘/{anIICI/I. (Purwokerto: Unsoed, Fak Hukum, 2003), him. 66.
Slamet Abidin-Aminucin, /'igih Munakakat, (Bandung Pustaka Setia, 1999), him. 10.



Para ‘ulama Islam menyatakan perkawinan itu adalah “Mitsdqaan Ghalidhaan”
yaitu suatu janji yang kokoh. Sehingga ketika salah satu dar rukun dan
persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun
perkawinan meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab
dan kabul.’ Sedangkan syarat perkawinan meliputi: Mempelai perempuan halal
dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-
laki, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.*

Salah satu rukun yang begitu penting dan menentukan adalah wali nikah,
Bahkan menurut Syafi‘i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin
perempuan, sedangkan' bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah
untuk sahnya nikah tersebut. > Hal ini sesuai sabda Nabi SAW

°
0 . ,07 s o o 2 )o‘ . P - AR v -0 2 0ss. <
.
.

P
05 s 03

-
o A . 702 o

&“;l;ﬂﬁh‘ayJaéuG&é[&:}; ‘BJJ'C'LJ'; 425

PR

[ - P g N . 0~ 0 . . £ L ¥ zazz o 7.
Sl & W b 58 Gl 03) iy LosS 5 Ul PN

o -3 . T R L W IITE S P I N
Y o s QUG 152 Lad 0 Gl Lol Ly L gl Uy (455 1
6ﬁ’$ .
aJ‘_',.}J

Dirtwayatkan oleh Abi Dawud, mewariakan kepada kami Muhammad bin
Katsir, mengkhabarkan kepada kami Sufydn, mewartakan kepada kami Juraij

———————

Yy ; .
) kl}:lat' { /m{ang-m’ld@g Perkawinan Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.th), him. 183.
S\ mad /\zhar Basyir, Hukum Perkaipg, Islam, (Yogyakarta: Ul Press, 1999), him. 2.
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkaswinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
&ama dan Zakat menurut Hukum Islam, Cey | (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

6 s .
Abi Dawud Sulaiman bin al Agy NP R . . ‘
al-Fikr, 1994), him. 478, n al Asy‘ats as Sijistani, Sunan Abii Diwud Jilid 1, (Libanon: Dar
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dari Sulaimdn bin Masd dari Az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘disyah RA dia
berkata : Rasulullah S.A.W bersabda: “Perempuan yang manapun menikah
tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliau ucapkannya tiga kali. Jika
laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu
yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang
yang tidak punya wali.” Hadlits ini dikeluarkan oleh Tirmid=i dan I5nu Mdjah.”

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh.” Seorang laki-laki
yang paling berhak dan paling diutamakan menjadi wali nikah adalah seorang
bapak atau wali nasab yang mempunyai hubungan terdekat dengan mempelai
perempuan.

Melihat fenomena yang terjadi banyak sekali dijumpai wali nasab yang
enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui
pilihan anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali yang
enggan atau menolak menjadi wali disebut wali ‘ad/al.

Dengan adanya wali ‘adlul tentunya menjadi permasalahan tersendiri,
khususnya bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan ‘adlalnya wali
proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak
dapat dilangsungkan. Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah
sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.’

Di negara Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dengan amat teliti

dan terperinci. Ini terbukti dengun telah dibukukannya tata tertib perkawinan

dalam nukum positif yakni Undang-undang nomor 1 tahyp 1974 tentang

. 7 Bey Arifin dan A_ Syinqithy Djamaludin, Terjemah
CV. Asy-Syifa, 1992), him. 26-27. '
' Undang-undang Perkawinan di Indonesia, him. 185

’ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan [y, Hanafi, Maliki,
o \ rkawian [stam Mennr 2 Sydfi i, dangji, valiki,
Hanbaii, Cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), him. 62""4/,,/ Madzhab Sydfi'i

Sunan Abii Déwud, jilid 3, (Semarang;



perkawinan. Ini dikarenakan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia
adalah mutlak adanya.Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus
menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang
selama ini menjadi pegangan dan telah herlaku bagi berbagai golongan dalam
masyarakat kita.'®

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.!' Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. 12

Pencatatan perkawinan dilakukan pada salah satu lembaga pemerintah
yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, pengawasan dan
pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

Dalam pemeriksaan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan adalah
bagian penting yang harus dipenuhi. Wali nikah merupakan salah satu dari bagian
tersebut. Dengan adanya wali ‘adlal secara tidak langsung akan menyulitkan
proses pendaftaran perkawinan dimana dalam lembaran N-5 izin orang tua atau
wali sangat diperlukan.

Tidak berbeda dengan hukum /slam, dalam hal wali ‘qdlal atau enggan

maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah Hanya saja di Indonesia

3 ' Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawing

lahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta B
"y Indang-undang Perkawinan di Indones;
2 Ibid,

1 Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1
umi Aksara, 1996), him. 55.
a, hlin. 5.



wali hakim boleh bertindak setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini
sesuai dengan pasal 23 KHI yang menyatakan: Dalam hal wali ‘ad/al atau enggan
maka wali hakim dapat beitindak sebagai wali nikah setelah ada putusan
P=ngadilan Agama tentang wali tersebut.'”

Adanya kendala dalam proses pernikahan khususnya tentang masalah
walt ‘adlal masih dapat diupayakan perdamaian. Dengan upaya damai
diharapkan wali nasab ierdekat mau menjadi wali yang semestinya. Upaya-upaya
perdamaian seringkali dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama. Begitu pula
dengan kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara. Sehingga masalah ini tidak
sampai di meja Pengadilan Agama. Karena kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Purwokerto tara berpegang teguh pada prinsip wali nasab terdekat
atau bapak merupakan wali yang paling utama.

Disini terlihat bahwa kepala KUA mempunyai peran yang sangat penting
dalam mengatasi masalah wali ‘adlol. Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk
mencoba meneliti lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala KUA

daiam memposisikan wali nasab menjadi wali yang semestinya.

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman baik dalam keluasan pembahasan atau
penyempitan pemaknaan skripsi yang berjudul Peran Kepala KUA dalam

mengatasi masalah Wali ‘Adlal (Studi kasus di KUA Kecamatan Purwokerto

13 .
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! Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum [slam, him 75



Utara Tahun 2005), maka penulis akan memberikan penegasan istilah dalam
Judul tersebut.

1. Wali “Adlal

Wali ‘adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh

dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing

pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. '

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat penulis
simpulkan sebagai rumusan masalah adalah -

I. Apa faktor penyebab adanya wali ad/a/ di KUA Kecamatan Purwokerto
Utara?

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan olch Kepala KUA Kecamatan

Purwokerto Utara dalam mengatasi masalah wali ‘adlu/

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah -
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya waii ‘adlal.

b.  Untuk mengetahui langkah-langkah yang diupayakan kepala KUA dalam

menangani masalah wali ‘adl/al.

** Abdul Azis Dahlan (ed). Lnsikloped;

Hukum 15 a . Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), him. 1339 tkum Islam, Cet 1, (Jakarta : Ichtiar Ba



2. Manfaat Penelitian
a. Menambah wacana bagi dunia kecilmuan terutama dalam ilmu hukum
Islam mengenai masalah wali ‘adlal.
b. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang
ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
. Untuk menambah refercnsi, bagi para peneliti untuk mengetahui lebih

jauh peran kepale KUA khususnya dalam mengatasi masalah wali ‘adlal,

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang
relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan
menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul /7igih Munakahat 1, Slamet Abidin dan
Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah wali. Wali
sebagai syarat sahnya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi
bagian dari pemikiran keduanya. Khusus mengenai terjadinya wali ‘adlal
keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan
kepada wali ab'ad. Lain halnya kalau ‘adlalnya itu karena sebab nyata yang
dibenarkan oleh syara’, maka tidak disebut ‘adlul, seperti wanita menikah dengan
pria yang tidak kufu’, atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita
dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu") dari peminang pertama.'’

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya /{ukim Perkawinan Islam dimana

Py TS Iny ;53 = PR P, -
dalam salah satu pembahasannya memuat beberapa hal yang berkaitan dengan

" Slamet Abidin-Aminudin, /1gth Munakahar 1. hlm 97



perwalian dalam perkawinan. Baik itu syarat-syarat wali, Orang-orang yang
berhak menjadi wali, tertib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak
bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah
memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah
memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang Jjuga telah
memberi kuasa kepada Pegawui Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali
hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan
hakim pengadilan.'®

Dalam hal wali ‘udlul atau enggan maka wali hakim dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut,
Pernyataan tentang wali menurut kompilasi hukum /s/am dibahas oleh Mohd.
Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, Suatu
Andlisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.””

Kemudian hal yang sama mengenai wali dijelaskan oleh Mahmud Yunus
dalam bukunya Hukum Perkawinan dulam Islam disertai dengan pendapat dari
Syéfi‘i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Khusus pada masalah wali ‘adlal mereka
Sémua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan mengawinkan
perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim,
bukan wali yang jauh.'®

Sedangkan mustofa Bisri dalam buku /ikih Kescharian Gus Mus

menerangkan bagaimana jika wali nasab yang berhak tidak ada atau ada tapi

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him 44
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No. I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm 75

18
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Isl y wlzhab Sydfi'i Hanafi
Maliki, Hanbali, him 62, slam Menurut Madzhab Sydfi'i, Hanaff,



tidak memenuhi syarat, atau halangan lain, maka pernikahan tetap dilangsungkan
dengan wali hakim. Dalam hal ini wali hakimnya adalah kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan selaku PPN dalam wilayah tersebut."

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab
Figh as-sunnah karya Sayyid Scibig,”® kemudian dalam kitab al-Figh al-Islamy
Wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaily."' Dan semuanya itu menjelaskan tentang
pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta Ketentuan-ketentuan lain
yang berkaitan dengan wali.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku
yang secara spesifik membahas tentang masalah wali, khususnya masalah wali
‘adlal terutama peran dari kepala KUA dalam mengatasi masalah tersebut. Maka
dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian
terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri pada

persoalan prinsip tentang kepala KUA dalam mengatasi masalah wali ‘adlal.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis penelitian
Penelitian in1 menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)

yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori

" Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus, Cet. 6 (Surabaya’ Khalista 200S5), him. 315.

* Sayyid Sibiq, Figh as-sumah jilid 7 alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20,
(Bandun%:l Al ma‘arif; t.th), him. 7-29.

him. 186 2]\:’/ahbah Zuhaily, Al-Iigh al-Islamy Wq Adillatuh, juz 7 (Damaskus: Dar Al-Figr, 1989),
m. 186-216.
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dan praktek. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode
untuk menemukan secara spesitik dan realis tentang apa yang sedang terjadi
pada suatu saat ditengah-tengah %ehidupan masyarakat.? Sebagai objek
kajian adalah masalah wali ‘ad/al dan KUA Kecamatan Purwokerto Utara

sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis juga menggunakan
literatur-literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik
fenomena-fenomena yang diselidiki.*® Disini penulis  melakukan
observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan
terjun langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto
Utara.

b. Interview

[nterview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk
mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak **
Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh
data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu
mengenai  gambaran umum  KUA, lokasi penelitian dan upaya
penyelesaian wali ‘adlal. Adapun wawancara akan dilakukan dengan
semua pihak yang berkompeten, seperti kepala KUA dan para Staff di

KUA, dalam hal ini pihak yang paling utama adalah Kepala KUA.

2 - i
2003, hlm !\O/I;Idahs‘ Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara,
Sutrlsno Hadi, Me:odologi Research, Jilid 11,
* Suharsimi Arikunto, Prosedur Pene
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm_ 145,

(Yogyakarta: Andi Offset, t.th), him. 136.
litian Suary P, endekatan Praktek, Edisi Revisi 1V
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¢. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,
legger, agenda dan sebagainya.” Metode tersebut penulis gunakan untuk
melengkapi data yang diperoleh pada KUA Kecamatan Purwokerto Utara,
terutama dokumen maupun catatan yang bggkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka
penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan
menggunakan mctodc deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data
yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam
bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan
deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang
diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk |
pengujian hipotesis.**

Selain deskriptif analisis, penulis juga menggunakan content analysis
(analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.?” Metode inj penulis
gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang

ada kaitannya dengan penelitian ini.

2 Ibid., hlm. 236

% Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Cet.1, (Yogy

" Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang S¢
University Press, 2001), him. 68.

akarta. Pustaka Pelajar, 1998), him. 126.
»sial, Cet], (Yogyakarta: Gajah Mada
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G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari
halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,
halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi
dan daftar isi.

Bab 1, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 11, berisi tinjauan umum tentang wali nikah. Meliputi kedudukan wali
nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut hukum Is/am
dan kedudukan wali menurutUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pengertian wali nikah, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan
macam-macam wali, dan wali ‘adlal.

Bab 11, berisi gambaran umum KUA Kecamatan Purwokerto Utara
meliputi sekilas tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang terdiri dari
letak geografis dan fungsi, visi, misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara, struktur
organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan job deskripsi.

Bab 1V, berisi analisa peran kepala KUA dalam mengatasi masalah wali
‘adlal meliputi prosedur pendaftaran nikah di KUA, data kasus dap faktor
penyebab adanya wali ‘adlal di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Upaya

penyelesaian kepala KUA dalam mengatasi masalah wali ‘ucf/q/
Bao V, berisi penutup meliputi kesimpulan, Saran-saran dan kata penutup.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar

pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup,



BAB 11

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH

A. Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan

1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum [slam

Salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi demi terlaksananya
sebuah perkawinan adalah dengan harus adanya wali. Menurut Maliki dan
Syafi‘i, bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Hal
ini sesuai dengan dalil yang paling kuat yang mengisyaratkan adanya wali
dalam suatu perkawinan adalah firman-Nya

(YPY 2 5,800 Sl s Of Sy phias S

“Artinya : “Janganlah kamu menghalang-halangi mercka (para isteri)
untuk menikah kembali dengan bekas suami mer eka.!

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Bagarah ayat 232 tersebut turun
berkaitan dengan riwayat Ma‘qil Bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat
ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah
seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapt kemudian
diceraikannya. Ketika iddahmya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka
saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan,
tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya

lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-

lamanya”. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas isterinya itu ingin

1 5
Departemen Agama R, Al-Qur'an dun Terjemahnya, (Jakarta: Serajaya Santra, 1998),
him. 56. '
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kembali kepadanya™ Lalu Allah menurunkan ayat ini *....maka janganlah
kamu menghalang-halangi mereka”, kemudian saya berkata “sekarang saya

| menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya: ..., maka aku nikahkan

saudaraku itu kepadanya®”.

Al-Hafidz dalam Fathul Bari berkata : “Sebab turunnya ayat
tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus
merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu
tidak ada, buat apa disebutkan “menghalang-halanginya”. Kalau wanita
boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada
orang lain “menghalang-halanginya”. Jika memang tidak setuju pada
tindakannya’.

Imam Syafi‘i juga mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan
ayat tersebut. Menurut Imdm Syéfi‘i ayat tersebut merupakan ayat yang
paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali
tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada

wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya.’

Dalam sebuah hadits dijzlaskan sebagai berikut, Rasulullah SAW

bersabda :

‘ ”
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2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 7, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20,
(Bandung: Al-Ma’arif, t.th), him. 9. '
Y Ibid, hlm. 9-10.

* Abdul Azis Dahlan (ed), Insiklopedi

Hukum Islam, (Jakarta: lchtiar Baru Van Hoeve,
1996), him.1336.
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Diriwayatkan oleh Abii Dawud mewartakan kepada kita Muhammad bin
Quddmah bin A'yana, mewartakan kepada kami Abti ‘Ubaidah al-Haddd
dari Yinus (Yinus dari Abi Burdah dan Isrdil dari Abi Ishdq dari Abi Burdah
dari Abi Misa) dan Isrdil dari Abi Ishdq dari Abi Burdah dari Abi Misa Al-
Asy ‘a{i R.A. bahwa Nabi SAW bersabdu: “Tak ada nikah, kecuali dengan
wali.””

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut menunjukkan
bahwa sungguh tidak sah pernikahan tanpa wali, karena sesungguhnya asal
dalam pengertian nafi itu adalah tidak sahnya, bukan tidak sempurnanya.’
Kata Imam Syifi‘, sekalipun hadits ini munqathi’ tetapi para ahlul ‘ilmu
menerimanya karena hadits ini sah menurut Syafi‘i.®

Para Fuqata seperti Syafi‘i, Maliki dan Hanbali berpendapat jika
wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu
ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa
persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya
sendiri tanpa restu sang wali.” Hanya saja menurut Imam Malik wali ity
hanya disyaratkan bagi wanita bangsawan, bukan wanita rendahan (bukan

bangsawan). Jika wanita rendahan (bukan bangsawan ia berhak

* Abi Dawud Sulaimin bin al-Asy‘ats as Sijistani, Sunan Abir Ddwud Juz 1, (Libanon: Dar
al-Fikr, 1994), him. 479.

* Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, 7erjemah Sunan Abu Dawud Jilid 3, (Semarang;
CV. As-Syfa’, 1992), him. 27.

" Ach-San‘ani, Subul as-Saldm, penterjemah Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: al-
lkhlas, 1995), him.426.

8 Zakiah Daradjat, IImu FI([/'I Jilid 2, ( Yogyakar[a: Dana Bhakti Wakaf, ]993)' him. 77..

’ Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lime Madzhab, Cet S, Penterjemah Maskur AB.,
dkk, Cet 5 (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), him 345
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mengawinkan dirinya sendiri. '

Pendapat ini semata-mata hanya
berlandaskan pada kaidah mashalah mursalah karena orang-orang dari
kalangan bangsawan atau priyayi masih merasa malu bila anak
perempuannya nikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa. Maka
untuk mendapatkan restu sebagai pengakuan dari pihak perempuan,
diperlukan wali dalam akad nikahnya dan masyarakat nantinya akan

menerima atau mengakui pernikahan itu, dan pengantin laki-laki akan

terangkat nasabnya (martabat dan derajatnya)."’
Apa yang disampaikan oleh para fugaha juga diikuti jumhur ulama,
menurut pendapat jumhur ulama apabila seorang wanita menikahkan dirinya

sendiri maka hukumnya tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

s . 2
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Diriwayatkan dari sunan Ibn Mdjah, mewartakan kepada kami Jamil bin
Al-Hasan Al-'Ataki, mewartakan pada kami Muhammad bin Marwén al-
‘Uqailiy, mewartakan kepada kami Hisydm bin Hassdn, dari Muhammad
bin Sirin, dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita perempuan.
Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, Maka

** Ach-San‘ani, Subul as-Salam, Penterjemah Aby Bakar Muhammad, him.427.

"Mohammad Asmawi, Nikah Dalam pe
Darusszlam, 2004), him. 62.

'? Abi *Abdullzh Muhammad bin Yazid a
al-Fikr, 1995), him.591.

rbincangan dan  Perbedaan, (Yogyakarta:

-Qazviint, Sunan [bmy Majah Juz I, (Libanon: Dar
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sesungguhnya wanita  yang melakukan perzinaan, dia itulah  yang
: g 203
mengawinkan dirinya sendiri.

Tentang keharusan adanya wali ini sesungguhnya telah menjadi
Madzhab jumhur ulama Salaf maupun Khalaf, sampai-sampai Ibnu al-
Mundzir mengatakan: “Tak pernah diketahui adanya suatu riwayat dari
seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari madzhab ini”. "

Berbeda dengan pendapat para jumhur di atas, Imiam Hanafi
membolehkan seorang wanita yang telah baligh (dewasa) dan berakal untuk
menikahkan dirinya sendiri tanpa harus persetujuan wali. Akan tetapi,
apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding
dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman teks hadits yang
diriwayatkan oleh lbnu Misa di atas. Dalam memandang hadits tersebut
Jumhur ulama mengemukakan pengertian la nafiyah berarti tidak sah.
Sedangkan Madzhab Haénafi lebih menginterpretasikannya dengan kata

tidak sempurna. Oleh karena itu, keberadaan wali menurut ulama Madzhab
Hanafi hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan."

Dari uraian pendapat para ulama fikih di aias dalam
menginterpretasikan  hadits  Nabi  dapat  dijelaskan bahwa dengan

mengartikan tidak sah, maka suatu pernikahan tanpa walj dianggap batal.

" Abdullah Shonhaji, dkk, 7erjemah
1992), him. 626.

" Ibrahim Muhammad al-Jamal, Figih Wanita, alih bahagy oleh Anshori Umar, (Semarang:
CV. Asy-Syifa’, t.th), him. 366.

"> Abdul Azis Dahlan (ed), Lnsiklopedi Hukum Islam him 1336

Sunan Ibnu Majah Jilid 3. (Semarang. CV. As-Syifa’,
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Sedangkan dengan mengartikannya tidak sempurna, maka suatu pernikahan
tanpa wali masih dianggap sah, namun hanya dianggap kurang sempurna
saja.

Selain itu, Madzhab Hanafi juga mengemukakan alasan yang

berbeda tentang firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232.
Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada
wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230
dan 234 yang membangsakan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini
menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.'®

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fugaha khususnya
Imém Abd Hénifah dan Imam asy-Syafi‘i adalah disebabkan antara lain oleh
perbedaan dari konsep perwalian dalam perkawinan. Menurut Abg Hanifah
hak perwalian yang dimiliki olch seorang wali didasarkan pada ‘illar hukum
(legal reasoning) berupa belum dewasa (ash-shaghir), sedangkan bagi
Imam asy-Syafi‘i hak perwalian itu didasarkan pada ‘illar hukum yaitu
keperawanan/virginitas (al-bikarah). Oleh karena itu bagi perempuan yang
sudah dewasa (al-bikarah al-balighah) boleh menikahkan dirinya sendiri
dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannyaX
Sedangkan Imam asy-Syafi‘i justru menganggap bahwa walj punya hak
fbar untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya.

Termasuk tidak ada hak jbar dari wali adalah scorang janda vang masih

kecil (al-tsayyit al-shaghirah) karena “illat hukum hak ijbar menurutnya

16 1bid .
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adalah keperawanan (al-bikarah). Sedangkan menurut Imdm Abu Hanifah
sebaliknya janda yang masth kecil harus minta izin walinya ketika hendak

. 7
menikah.'

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama figh di atas, walj
perkawinan tetap‘ merupakan suatu khazanah yang selalu menjadi
perdebatan antar ulama. Oleh karena itu, hukum yang pasti dan sesuai
dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau
tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan
penginterpretasian terhadap ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang menjelaskan

kedudukan wali dalam perkawinan.

(3

Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai
pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat
Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat.
a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
(P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh
dua orang saksi.

b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan dj atas, maka kedua

calon pengantiri atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai

7T n: .
"7 Ridwan, Membongkar I'igh Negara: Wacana Ke

adilan Gender dalam Hukum Keluarga
Islam, (Yogyakarta: Pusat Studi

Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), him. 155.
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Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri (pasal 23
PMA Nomor 3 Tahun 1975)."

Dalam paral 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975

tersebut diatur lagi sebagai berikut:
a. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri
menghadap PPN (P3NTR).
b. Apabila calon suami atau Wali Nikah tidak hadir pada waktu Akad
Nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan kepada
orang lain."”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
menganggap wali adalah izin dari orang tua, itupun bila calon mempelai
baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa yakni belum mencapai 21
(dua puluh satu) tahun, jika telah mencapai 21 tahun ke atas tidak lagi
diperlukan izin dari orang tua.”’

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang
diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya
hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak

harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat

' Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suan

No I 1chun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta:
" Ihid W 222

2 Ibid  him 224,

Analisis dari ndang-Undang
Bumi Aksara, 1996). him 222

e
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dipegangi oleh umat Islam.*' Pada pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah
dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”* Oleh karena itu, tidak
hanya dengan izin orang tua saja perkawinan dapat dilangsungkan.
Keberadaan wali nikah juga harus dipenuhi sebagai rukun perkawinan agar
perkawinan dapat dilangsungkan. Hal ini dikarenakan, hukum yang berlaku
di negara Indonesia berpegang penuh pada pendapat Syifi‘i yang

mengatakan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.

B. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam rerm fiqih disebut wildyah,"" yang bisa diartikan
penguasaan dan perlindungan. Kata wilayah secara etimologi mempunyai makna
lebih dari satu. Perfama, wilayah bisa berarti pertolongan  (nusrah).**
Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, “Barang siapa menolong Allah dan
Rasul-Nya, dan orang-orang bsriman, sesungguhnya penolong Allah adalah
orang-orang beruntung” (QS. al-Maidah: 56) * Kedua, wilayah juga bisa berarti
cinta (mahabbah)®® sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, “Orang mukmin
laki-laki dan orang mukwnin perempuan satu sama lainnya saling mengasihi”

(QS. at-Taubah: 71).*’ Ketiga, wilayah juga bisa berarti as-Sultan, kekuasaan

2! Ahmad Rofiq, Hukym Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), him. 55.
2 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, him_ 185,

%' Sayyid Sabiq, Fighu as-Sumah juz 2, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), him. 111.

 Wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-Islamy Wa Adiliamh Juz 7 him. 186

¥ Departemen Agama R.1, A/-Qur'an dan Terjemahnya, him. 170,

** Wahbah az-Zuhaily, Al-I'igh al-Islamy Wa gdiftanh Ju-

7, him. 186
z Departemen Agama R.i, A/-

Qur'an dan | erjemahnya, him. 291.
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dan kemampuan.28 Oleh karena itu, kata perwalian menunjukkan banyak makna
yang disesuaikan dengan objeknya perwalian itu sendiri.

Adapun perwalian dalam perkawinan menurut Muhammad Jawad
Mughniyah, adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar‘i atas segolongan
manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, kareaa kekurangan
tertentu pada orang yang dikuasainya itu, demi kemaslahatan sendiri.*’ Hal
scnada dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab [igh as-Sunnah,
mendefinisikan perwalian adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan
kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.’ Oleh karena itu, perwalian dalam
pernikahan  merupakan penentu  atas legalisasi sah atau tidaknya suatu
pemnikahan. Karena wali dalam perkawinan adalah orang yang paling berhak
mengawinkan seorang perempuan.

Jadi, perwalian merupakan ketentuan hukum yang sangat urgen demi
kemaslahatan dan terlaksananya hak dan kewajiban yang diberikan oleh
sescorang kepada orang yang benar-benar mampu dalam  melaksanakan
perbuatan hukum sesuai dengan apa yang diamanatnya, terutama perwalian

dalam pernikahan.

C. Syarat-syarat Wali Nikah
Tidak sembarang orang bisa menjadi wali karena bertanggung jawab

terhadap sahnya akad nikah yang dilangsungkan. Menurut Wahbah az-Zuhaily

2 Wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-Islamy Wa Adillamh Juz 7 him. 186

¥ Muhammad Jawad Mughniyah, Figih imq Muadzhab, Cet s Penterjemah Maskur AB,

Ikk, him. 345.
* Sayyid Sabiq, lighu as-Sunnah Juz 2 him || I



syarat-syaral orang yang berhak menjadi wali ada lima. Dua syarat telah

disepakati para Fuqaha, dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-

syarat tcrscbut adalah:

l.

o

Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba
sahaya. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk
tidak boleh menjadi wali. Begitu juga dengan orang yang cacat penglihatan
karena umumya yang sudah tua atau orang yang sudah pikun dan hamba
sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak
sempurnanya akal. Sedangkan wali menuntut adanya kesempurnaan. Adapun
hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya
dan ia tidak boleh mengurusi hal-hal lain.

Antara wali dan yang diwalikan satu agama. Seorang muslim tidak boleh
menjadi wali atas selain muslim, begitu juga sebaliknya. Menurut Madzhab
Hanbali dan Hanafi, scorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan
perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab
Syafi‘i dan lainnya, wali yang Kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik
calon suaminya itu kafir atau muslim. Sedangkan menurut Madzhab Maliki
wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang
muslim.

Sedangkan tiga syarat lain yang masih diperdebatkan. yaitu:

- Laki-laki. Jumhur ulama selain Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ini

sebagai syarat wali. Oleh karena itu, wanita tidak boleh menjadi wali, karena

wanita tidak bisa menjadi wali atag dirinya sendiri. Sedangkan Madzhab
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Hanafi berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat di dalam tetapnya
perwalian. Menurut mercka seorang wanita yang baligh, berakal bisa
menjadi wali pernikahan scbagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi
kuasa atau menjadi wakil.

2. Adil yaitu, menetapi agama dengan jalan melaksanakan segala kewajiban
agama dan menjauhi dosa besar seperti, zina, minum khamr, durhaka
terhadap kedua orang tua dan scbagainya. Dan juga tidak terus menerus
melakukan dosa kecil. Menurut Madzhab Syafi‘i dan Madzhab Hanbali, ini
semua menjadi syarut perwalian. Oleh karena itu, orang yang tidak adil atau
fasik tidak boleh menjadi wali.

3. Mursyid. Menurut Madzhab Hanoali berarti mengetahui kafa‘ah dan
kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. Mursyid bukan hanya bisa
menjaga harta, karena mursyid berbeda-beda pada setiap tempatnya.
Menurut Madzhab Syafi‘l, mursyid berma‘na tidak menyia-nyiakan harta.
Madzhab Syafi‘i dan Hanbali berpendapat lagi bahwa mursyid merupakan
syarat dalam tetapnya perwalian. Karena orang yang tercegah kewaliannya
karena bodoh, tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri dan 1a juga tidak
bisa menjadi wali atas orang lain. Apabila orang yang bodoh tidak tercegah
menjadi wali, maka ia boleh menikahkan orang lain menurut pendapat yang
bisa dijadikan pegangan menurut Madzhab Syafi‘i."!

Dalam buku Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Mohammad

Asmawi juga memaparkan pendapat para ulama tentang syarat menjadi wali.

' Wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-Islamy Wa Adillatuh Juz 7. hlm 195-198
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Syarat selain Islam, baligh dan berakal sehat yang disepakati oleh Maliki, Syafi‘i
dan Hanbali adalah harus laki-laki. Di samping itu, seorang yang menjadi wali
harus tertanam dalam jiwanya sikap adil, bukan orang yang masuk kategori
fasik.*

Sedangkan pendapat lanafi tidak mempermasalahkan orang yang
menjadi wali harus adil, orang fasik pun dibolehkan menjadi wali karena sejak
zaman dahulu tidak pernah terjadi pemilihan antara orang yang adil dan orang
yang fasik *

Syaikh lzzudin, scorang ulama dar kalangan Syifi‘iyah, setuju
terhadap pendapat yang dikemukakan Hanafi, bahwa maksud adil adalah orang
yang mempunyai kemampuan dalam memilih jodoh anaknya sehingga anaknya
benar-benar berada dalam tanggung jawab suaminya, bukan berarti harus adil.
Jadi, wali itu tidak harus adil tetapi seseorang yang bisa mengarahkan anaknya
dan menantunya ke arah masa depan yang baik dan tercipta sebuah keluarga
yang baik pula.3 4

Dalam KHI pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai
wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni
muslim, aqil dan baligh.35 Empat syarat ini cukup memenuhi persyaratan untyk
menjadi wali. Syarat adil tidak mendapat tekanan. Asal scseorang menyatakan

beragama [slam, di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-

laki, sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali.*

2 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam perbincangan  dan  p

Darussalam, 2004), him. 67.
¥ Ibid,,

Y Ibid.,

1S : A ,
= Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, him 185

erbedaan, (Yogyakarta.

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him 4)




D. Urutan dan Macam-macam Wali

L.

Urutan Wali

Strukturisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahuiukan untuk
menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini
terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari al-Qur’an dan Hadis. Para ulama
menarik suatu xcsimpulan bahwa urutan ranking yang harus didahulukan
dalam masalah perwalian ini diqiyaskan pada tertib urut-urutan ahli waris.’’

Mohammad Asmawi mengutip dari  kitab Subul/  as-Salaam
menjelaskan bahwa  al-Qurlan dan  Hadis memang tidak memberikan
informasi tentang strukturisasi wali karena masalah perwalian ini telah
dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga
para sahabat tidak perlu lagi penjelasan dari Nabi Muhammad SAW secara
detail *

Menurut peadapat Imdm Sydfi‘i, orang-orang yang berhak menjadi
wali ialah bapak. Kalau bapak tclah meninggal atau tidak mencukupi syarat-
syarat menjadi wali, seperti gila, maka yang menjadi wali ialah nenek (bapak
dari bapak). Kalau nenek tidak ada maka yang menjadi wali nenek-nenek dan
begitulah seterusnya sampai keatas. Kalau nenek-nenek tidak ada sampai ke
atas, maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki kandung (seibu sebapa),
kalau tidak ada. maka saudara laki-laki sebapa. Kalau saudara laki-laki

sebapak tidak ada, atau ada tetapi tidak mencukupi Syarat-syarat menjadi

wali, maka yang menjadi wali ialah anak laki-lakj dari saudara laki-laki

*" Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan p

‘ erbedaan, himy 68
* Ibid.,




kandung, kalau tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Kalau anak laki-laki dari saudara
laki-laki scbapak tidak ada sampai ke bawah, maka yang menjadi wali paman
(saudara dari bapak) kandung, kalau tidak maka paman sebapak. Kalau

paman sebapak tidak ada, maka yang menjadi wali anak paman kandung,

kalau tidak ada, maka anak paman sebapak dan begitulah seterusnya.’’
Scdangkan mcnurut Imam Hanafi wali-wali itu ialah menurut tertib

dibawah ini:

a. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

b. Bapak, nenek (bapa dari bapa) dan seterusnya sampai ke atas.

c. Dan scterusnya scperti termaktub dalam Madzhab Syafii.

Kalau wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali

ialah sebagai berikut:

Ibu.

Ibu dari bapak.

Anak percmpuan.

Anak perempuan dari anak laki-laki
Anak perempuan dari anak perempuan.
Anak perempuan dari cucu laki-laki.
Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya
sampai ke bawah.

h. Bapak dari ibu.

i.  Saudara perempuan kandung.

J.  Saudara perempuan sebapak.

k. Saudara seibu dan anak-anaknya.

I.  Bibi (saudara perempuan dari bapak).
m. Saudara laki-laki dart ibu (mamak).

n. Saudara perempuan dari ibu.

0. Anak perempuan dari paman dan bibi.

Mmoo oo oe

g

39 A
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Istam menurut Madzhab Sydfi'i, Handff,
Meiliki, Hanbali, hlm. 5556, -
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Kemudian arak-anaknya dan begitulah seterusnya.*’
Menurut Maliki, peringkat wali yang harus didahulukan adalah

sebagai berikut:

o ow

VOB FTTER e A

Ayah.

Al-Washi (orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali).
Anaknya yang laki-laki, meskipun anak yang bersangkutan hasil dari
perzinahan.

Cucu laki-laki.

Saudara laki-1aki yang sekandung.

Saudara laki-laki yang seayah.

Anak laki-laki dari saudara sekandung.

Anak laki-laki dari saudara yang seayah.

Kakek yang seayah.

Paman yang sekandung dengan ayah.

Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.

Paman yang seayah dengan ayah.

. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.

Ayah dari kakek.
Pamannya ayah.
Orang yang mengasuh perempuan yang bersangkutan.*'

>

Menurut Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah

meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang

mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi

wali bagi percmpuan itu.

Lain dari bapak menurut Maliki, ada lagi wali umum namanya,

Yaitu tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali sebagai fardlu kifiyah.

Apabila seorang perempuan mewakilkan kepada seorang laki-laki muslim

untuk melakukan akad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka

sahlah perkawinan itu, menurut Madzhab Maliki, tetapi dengan syarat

perempuan itu orang kebanyakan dan tak ada lagi bapanya atau washinya.

* Ibid., him. 56.
41 PR
Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbeduan him 70-71
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Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan itu perlu juga memakai wali,
yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali khusus. Kalau
perempuan itu melakukan akad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan
itu tidak sah menurut Maliki."

Menurut Hanafi, susunan tertib yang harus didahulukan untuk
menjadi wali adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah.

Ayah, kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya sampai ke atas.

Saudara laki-laki yang sekandung.

Saudara laki-laki yang seayah.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, dan seterusnya

sampai ke bawah.

g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.

h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.

i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara
dengan ayah yang sekandung.

J. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara

dengan ayah yang sekandung, dan seterusnya sampai ke bawah.**

mo oo o

Tertib wali dalam menikahkan perempuan seperti di atas adalah
pendapat Syafi‘i dan Hanbali. Pendapat Hanbali lebih luwes sedikit, dan
memang diakui bahwa tertib antara wali-wali itu merupakan keharusan,
tetapi bila terjadi ada wali yang berada di urutan bawah menikahkan
perempuan maka akad nikah yang dilangsungkan itu tetap sah, dengan
syarat telah disetujui atau diberi izin oleh wali yang berada di atasnya.*

Sedangkan Maliki berpendapat, bahwa tertib wali secara berurutan

bukan merupakan keharusan yang mutlak. Wali yang berada di urutan yang

12 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Sydfi'i, Hanafi
Maliki, Hanbali, him. 57. T

* Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan. hlm 71-72

* Ibid, hlm. 73. B
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paling bawah boleh menikahkan perempuan meskipun ada wali yang di

atasnya, dengan syarat wali yang di atasnya itu bukan wali mujbir. Kalau

masih ada wali mujbir, wali-wali yang ada di urutan bawahnya tidak boleh
menikahkan perempuan,®

Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang dianut oleh
orang Islam tentang urutan wali berdasar pada KHI pasal 21 yang
menjelaskan bahwa:

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni
ayah, kakek dari pithak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara
laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

wanita.
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c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat
yang hanya seayah.

d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang

. . [T
lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wall.

Dalam KHI pasal 22 juga dijelaskan, apabila wali nikah yang
paling berhak, urutannya tidak memenuh: syarat sebagai wali nikah atau
oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah
udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain
menurut derajat berikutnya."’

2. Macam-macam Wali Nikah
Wali nikah terbagi menjadi empat macam menurut Slamet Abidin
dan Aminuddin dalam bukunya ligh Munakahat Jilid 1, yaitu: wali nasab,
wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.*®
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan
wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab,

terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik

S Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, him. 18- 1806.
7 Ibid.,
* Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat Jilid | him 89




mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali
anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.*’

Urut-urutan yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur
ulama fikih adalah:

1) Ayah,

2) Ayahnya ayah (kakck) terus ke atas,

3) Saudara laki-laki seayah seibu,

4) Saudara laki-laki seayah saja,

5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah scibu,

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9) Anak laki-laki no. 7,

10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,

11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,

12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,

13) Anak laki-laki no. 11,

14) Anak laki-laki no. 12,

15) Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya.”

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali agrat (dekat) dan
wali «b ‘ud (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali agrab adalah
nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab ‘ad. Jika nomor 1 tidak
ada, maka nomor 2 menjadi wali ugrub, dan nomor 3 menjadi wali ab ‘ad,
dan seterusnya.5 !

Adapun perpindahan wali agrab kepada wali ab‘ad adalah

sebagai berikut:

1) Apabila wali aqrabnya non muslim.

2) Apabila wali agrabnya fasik.

3) Apabila wali agrabnya belum dewasa.

Y 1bid.,
30 1bid., him. 90-91.
Y Ibid. him. 91.
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4) Apabila wali agrabnya gila.
5) Apabila wali aqrabnya biswtuli.’

Diantara urutan wali nasab diatas menurut Syafi‘i ada yang
berhak menjadi wali mujbir. Wali mujbir artinya wali yang boleh
memaksakan perkawinan kepada anaknya, schingga boleh ia
mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin lebih
dahulu.>® Wali Muhir yaitu ialah bapak, nenck dan seterusnya sampai ke
atas. Lain dari pada itu 1alah wali yang bukan mujbir, seperti saudara,
anak saudara, paman dan sebagainya. Wali mujbir boleh mengawinkan
anak perempuannya yang masih Kecil dan yang sudah baligh, berakal dan
perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan
itu. Begitu juga anak yang gila, laki-laki atau perempuan, kecil atau

4
besar.’

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
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Diriwayatkan olel: Abu Ddwud, mewartakan kepada kami Ahmad bin
Hunbal, mewartakan kepada kami Sufydn dari Ziyad bin Sa‘d dari

2 5, .
" Ibid.,

** Mahmud Yanus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Sydfi'i, Hanaf
Mediliki, Hanhali, him. 64. ’ a
 1bid.,

%5 Abi Dawud Sulaimén bin al-Asy’ats as Sijistani, Sunan Abi Dawud Jilid I, hlm. 482.




34

‘Abdullah bin I'adlal berkata: janda itu berhak tentung dirinya daripada
walinya sedung perawan dikonsultasi oleh ayahnya**®

Perintah yang terkandung dalam hadis di atas, menurut Syafi’i,
adalah anjuran sunnah, bukan perintah wajib. Seorang ayah yang
menikahkan anak perempuannya yang masih perawan disunnahkan minta
persetujuan terlebih dahulu sebagai langkah untuk menyenangkan
hatinya.”’

Seorang wali dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang
masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anaknya.

2) Dinikahkan dengan laki-laki yang setara dan selevel.

3) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus bisa membayar mas kawin
tidak kurang dar mahar mitsil.

4) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mas
kawin.

5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik maupun psikis
sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering
terjadi percekcokan.™

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum

Kekeluargaan Nasional selain 5 syarat di atas, ia menambah saty syarat

Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, Terjemah Sunan Abii Dévendd Jilid 3. him. 34.
7 Mohammad Asmavii, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, him. 78-79
% Ibid., him.78.



penting yaitu, jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan
lagi.” |

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak ijbar
menjadi gugur. Sebenarnya ;har bukan harus diartikan puksaan, tetapi
lebih cocok bila diartikan pengarahan.®

Sedangkan berbeda menurut Hanbali, yang dapat menjadi wali
mujbir adalah ayah dan washi. Bila kedua orang ini tidak ada maka yang
berhak menyandang wali muybir adalah hakaim dengan syarat bahwa
perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan
fungsi wali mujbir dalam pandangan Hanbali sama dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Syafi‘.”"

Menurut Maliki, wali nasab yang bisa menjadi wali mujbir
adalah ayah dan Wushi dengan syarat ayah dari anak perempuan yang
bersangkutan telah meninggal dunia. Wasiat yang diucapkan itu harus ada
bukti baik secara tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya
orang yang menjadi saksi.** Ucapan itu misalnya seperti, “Engkau
washiku untuk mengawinkan anak perempuanku.” Atau, “Engkau
washiku untuk mengawinkan anak perempuanku kepada si polan, atau

kepada siapa yang engkau sukai.™’

him. 65

%% Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), him. 71.
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat Jilid 1, him. 96

°! Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan. him. 79-30

%2 Ibid., him. 80.

** Mahmud Yanus, Hukum Perkawinan Menmurnt Mad=hap

Sydfi‘i, Hanafi, Madliki, Hanballi,
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Wali mujbir ini boleh menikahkan perempuan yang masih kecil
bahkan boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih
kecil maupun sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan
yang masth perawan atau yang sudah jarda dan masih berusia muda, wali
ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi
piliharnya, tetapi haknya tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu.
Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa
menafkahkan dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia tua, wali
ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa

minta izin terlebih dahulu dari mereka.®

Scdangkan wali mujbir, menurut Hanafi, adalah setiap orang
yang tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut
sebagai wali mujbir. Fungsi wali mujbir adalah hanya terbatas pada anak-
anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak menjadi

< 635
wali.”

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan
baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda,
boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa
memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status
sama dengannya. Tetapi, kalau suaminya memiliki status tidak sama dan
sering terjadi percekcokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah

tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya, %

** Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincargan dan Perbedaan, him 30
% Ibid.. him. 80-81.
“ Ibid.,
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b. Wali Hakim

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya
berhak menjadi wali apabila wali yang yang lebih dekat tidak ada atau
tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang
bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali
apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian
kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau
yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah
presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, vaitu Menteri
Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah
untuk bertindak scbagai wali hakim.®’

Wali hakim 1alah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang
dalam bidang perkawinan. Beralihnya wali kepada wali hakim dapat
digambarkan scbagai berikut. Anda adalah orang yang menjadi wali
dengan kedudukan sebagai saudara mempelai perempuan, lebih dekat
dengan pamannya. Bila anda mempunyai mani’ (halangan) karena
dipenjarakan yang tak mungkin bertindak melaksanakan hak anda sebagai
wali, hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak
selaku wali nikan harus wali hakim. Halangan lain yang menjadikan walj
hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila

wali terdekat sedang ihram haji, atau ternyata membangkang untuk

menikahkan. Wali yang membangkang ini dihukumi sebagai wali ‘udla.

67

Ahmad Azhar Basyir, /Hukum Perkawinan Islum, him. 43




Bisa juga mani’ lain lagi yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi
mempelai lelaki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya itu.%®

Adanya wali hakim berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW -
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Diriwayatkan oleh Abt Dawud, mewartakan kepada kami Muhammad
bin Katsir, mengkhabarkan kepada kami Sufydn, mewartakan kepada
kami ibn Juraij dari Sulaimadn bin Misd dari Az-Zukri dari ‘Urwah dari
‘Aisyah R.A dia berkata : Rasulullah S.A.-W bersabdu: **Perempuan yang
manapun memkah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliqu
ucapkannya tiga kali. Jika laki-lekinya telah mengumpulinya, maka
maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jikg
mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”
Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Mdjah. 70

Seumpama tidak ada wali hakim, maka langkah terakhir,
menurut Maliki dan Hanafi, yang harus menjadi walinya adalah orang
laki-laki yang dinilai paling baik di antara umat Islam yang ada di

lingkungan sc:kitarnya.7l

%% Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta- RajaGrafindo Persada 1995), him. 43
*” Abd Dawud Sulaiman bin al Asy’ats as Sijistani, Sunan 4bi Deiwy , nats

. . ) d Jilid 1, hlm. 478.
Bey Arifin dan A. Syinqgithy Dj

70 o
amaludin, 7 erjemah Sunan Apy, Devwnd \lilid 3, hlm. 26-

"' Mohammad Asmawi. Nikah Dalam | erbincangan dan Perbedaan hlm 75
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Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Tidak ada wal: nasab.
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab ‘ad.
3) Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92.5 km atau
dua hari perjalanan.
4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5) Wali agrabnya ‘adlul.
6) Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7) Wali agrabnya sedang ihram.
8) Wali agrabnya sendiri yang akan menikah.
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali
muybir tidak ada.
Dan wali hakim tidak berhak menikahkan:
1) Wanita yang belum baligh.
2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu’.
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4) Di luar daerah kekuasaannya.”
c. Wali Tahkim

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak
sebagai wali karc_:na tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim
pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam

sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi

" Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat Jilid 1, him 92-93
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walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan

ada wali. Wali vang diangkat oleh mempelai disebut wali mubakkam.”
Atau dapat disebut juga dengan wali tahkim.™

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan
seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya,
biasanya yang berwenang bertindak scbagai wali hakim di kalangan umat
Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan
tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang
sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali
muhakkam.”

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami
mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat
bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si .. (calon istri)
dengan mahar ... Dan putusan Bupak atau Saudara saya terima dengan

senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal vang sama.

Kemudian calon hakim itu menjawab, “Sayu terima tahkim ini”. 76

Wali tahkim terjadi apabila:
1) Wali nasab tidak ada.
2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan,

serta tidak ada wakilnya di situ.

™ Ahmad Azhar Basyir, Hukus Perkawinan Islam, hlm 45
™ Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahar jilid | ,hlm. 93
7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam hlm. 45.
" Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahar Jilid /. hlm 93
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3) Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
(NTR).”
d. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada
dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.
Perempuan yang di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di
bawah kekuasaannya. Menikahkan budak di sini bisa diartikan
menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan dirinya sendiri
tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela
menjadi isterinya.”®

Salah satu riwayat yang menerangkan tentang hal ini yaitu dari
Sa‘id bin Khalid dari Ummu Hukais binti Qaridh, ia berkata kepada
Abdur Rahman bin Auf: “lebih dari secorang yang telah meminang saya.
Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai.”
Kemudian Abdur Rahman bertanya: “Juga berlaku bagi diri saya?” la
menjawab: “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman: “Kalau begitu aku kawinkan

. ’,7()
diriku dengan kamu.

Malik berkata: “Andaikan scorang janda berkata kepada walinya
kawinkanlah aku dengan orang yang engkau sukai, lalu ia kawinkan
dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang
bersangkutan, maka sahlah kawinnya sekalipun calon suaminya itu tidak

dikenalnya lebih dahulu.” Demikian juga pendapat golongan Hanaff,

7 1bid.,
8 Ibid.,
" Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 7, him_ 21.22.
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Laits, Tsauri, dan Auza’i.

Sedangkan Syifi‘i dan Dawud berkata, “Yang mengawinkannya
haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau
lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh
membeli barangnya sendiri.®'

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Safi‘i dan Abi
Dawud, ia mengatakan kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang
penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat
yang tidak benar. Sebab jika scorang dikuasakan untuk menjual suatu

barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya

diperbolehkan.® Ia beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan

dari Anasr.a.:
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Diriwayatkan oleh Imdm Muslim, Mewartakan kepaduku Abu Ar-Rabi* A=-
Zahrdni, mewartakan kepada kami Hammdd bin Zaid dari Tsabit dan ‘Abdul
Aziz bin shuhaib dari Anas. Dan mewartakan kepada kami Qutaibah bin
Sa'id, mewartakan kepada kami Hammdd bin Zaid dari Tsébir dan Syu‘aib
bin Habhub duri Anas. Dan mewartakun kepada kita Qutaibah mewartakan
kepada kita Abu ‘Awdnah dari Qutdddih “Abdul ‘Aziz dari Anas. Mewartakan
kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari’, mewartakan kepada kami
Abu ‘Awdnah dari Abi ‘Ustmdin dari Anas. Dan mewartakan kepadaku
Zuhair bin Harb, mewartakan kepada kami Mu ‘dd= bin Hisydm, mewartakan
kepadaku ayahku dari Syu'aib bin Al-Habhdb dari Anas. Dan mewartakan
kepadaku Muhammad bin Rafi', mewartakan kepada kita Yahya bin Adam
dan* Umar bin Sa'd dan “Abdurrazik. Semuanya dari Sufyan dari Yinus bin
‘Ubaid dari Syu‘aib bin al-Habhdb dari Anas. Seluruhnya dari Nubi SAW -
Sesungguhnya aku telah memerdekakan Sofiah dan kemerdekaan itulah yang
dijadikan sebagai maskawin. Sedangkan di dalam haditsnya Mu'ad= dari
ayahnya  disebutkan : Nabi SAW. Menikahi Sofich dan  memberikan
kemerdekaannya sebagar maskawinnya,®

Katanya: ~ “Demikianlah  tindakan  Rasulullah.  Beliau

mengawinkan bekas budak perempuannya dengan diri beliau sendiri,

sedang bcliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.”

Selain daripada itu Allah juga telah berfirman:

s e

e 0.0 o et L, - 0 [ -0 te o s ° .
e 15535 OF SSLels (0 S2be e Serdlallly oS AUV STl

Mo, o

b - ]
T o, o. L. 4 o4
(b prel s by * alad e (R

“Artinya: “Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang janda (duda)
digntaramu dan  orang-orang yang saleh (mampu  berumah tangga)
diantara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

* Imam Muslim, Shdhih Muslim Juz [, ( Semarang: Thoha Putra, t.th), him. 598-599
* Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shdhit, Muslim Jilid 2, (Semarang: Asy-Syifa’, 1993),

him. 789
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dalam keadaan miskin niscaya Allah akan mencukupkan mercka dengan
karuniaNya. Allah Maha luas RahmatNya dan Maha Mengetahui. ™

Dengan demikian maka Allah tidak melarang mereka yang
menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama

suka dan saling rela diantara keduanya.

E. Wali ‘Adlal

Apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan
menikah dengan seorang pria yang kufu’ dinamakan wali ‘adlal® Dengan

berdasarkan pengertian tersebut dapat juga diambil pengertian lain wali ‘adlal
adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai
wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau
menikahkannya dengan seorang pria yang kufu‘, sebagaimana layaknya wali
yang baik dengan tanpa alasan.

[zin nikah oleh calon mempelai tidaklah segampang yang diperkirakan,
karena masih ada saja wali yang tidak mau menjadi wali disebabkan tidak setuju
dengan calon menantu atau disebabkan hal-hal lain sehingga wali enggan untuk
menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Apabila terjadi demikian, maka hakim berhak menikahkannya setelah
ternyata keduanya setingkat (se-kufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali
agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim
berhak menikahkan perempuan itu."’

Lain halnya kalau “adlulnya 1tu karena sebab nyata yang diberarkan oleh

** Departemen Agama R, A-Quran dan [erjemahnya, him: 549,
* Slamet Abidin dan Aminuddin, Fagih Munakahat Jilid 1, hlm. 96
" Sulaiman Rasjid, figh Islam, Cet 38, (Bandung Sinar Algensindo, 2005), him. 386
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syara‘, maka tidak disebut ‘adiul, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak
kufu’, atau menikah mahamya dibawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain
yang lebih pantas (kufis) dari peminang pertama.™

Menurut Imam Syafi‘i, Hanbali dan Abd Y{suf Muhammad seorang wali
tidak boleh mencegah pernikahan dikarenakan kurangnva mahar (sedikitnya
mahar) atau maskawinnya berupa mata uang asing, apabila wanita itu mau
menerima. Sama halnya ketika wanita dinikahi dengan mahar yang nilainya
sebanding dengan mata uang asing tersebut atau tidak. maka seorang wali tidak
diperbolehkan melakukan ‘adlal. Karena sesungguhnya mahar itu diberikan dan
menjadi hak dan ganti yang Khusus bagi perempuan, maka wali tidak boleh
menghalang-halangi pernikahan tersebut.*’

Sedangkan Abi llanitah berpendapat bahwa para wali berhak melarang
para perempuan untuk menikah bila maharnya tidak sesuai, karena sesungguhnya
para wali mempunyai hak untuk menentukan mzhar sesuai kehendaknya.”

Wali yang ‘adlal menjadi orang fasik, karena ‘udlul adalah dosa kecil.
Untuk itu para fuqaha mengemukakan pendapatnya kembali berkaitan dengan
orang yang dapat menggantikan wali ‘adfu/. Menurut Syafi‘i, Maliki dan
Hanbali, kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki
yang sejodoh dengan dia', maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan

wali yang jauh.”!

Mliki, Hanbali, hlm. 62

¥ Glamet Abidin dan Aminuddin, /igih Munakahat Jilid 1, him. 97.
* Wahbah az-Zuhaily, 4/-I'igh al-Islumy Wa Adillatuh Juz 7, him. 215-216.

Y 1bid., him. 216.
2V Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Sydfi'i, Hanaff,
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Sedangkan menurut Hanafi apabila terjadi hal tersebut, maka yang
menjadi wali ialah wali yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali
perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka
hakimlah menjadi wali. Oleh sebab itu baiklah hakim meminta izin kepada wali
yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.”

Dalam KHI disebutkan bahwa wali adalah salah satu syarat sah rukun
nikah dalam sebuah perkawinan. Jika terjadi adanya wali ‘adla/, maka
pemecahan yang diambil adalah dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti
wali yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 23 yang
berbunyi “Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama

tersebut.”

Sedikit berbeda dengan hukum Islam, sesuai dengan penjelasan dari pasal
23 KHI di atas, untuk menetapkan wali hakim haruslah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
Sebelum menetapkan wali hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan
menetapkan ‘adlainya wali dengan acara singkat atas permohonan calon
mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Setelah
diputuskan, Pengadilan Agama akan menctapkan kepala KUA yang membawahi
calon mempelai wanita sebagai wali hakim.

Mengenai tata cara penyelesaian wali ‘adlal diatur sebagai berikut:

I. Menyampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali.

92 gy
1bid.,
al§ Indang-Undang Perkawinan di Indonesia, him. 186.
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2. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orang tua untuk menanyakan alasan

keengganannya untuk menikahkan.

3. Bila orang tua mengajukan alasan tidak sekufu, maka alasan itu akan ditolak
sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi bila alasannya adalah
calon mempelai pria berbeda agama. Maka, Pengadilan Agama akan
menguatkan keengganan wali tadi. Atau bisa juga diajukan alasan moral
seperti, suka mabuak-mabukan, berjudi, dan lain-lain.

4. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal seperti,
kurang tampan dan lain-lain, maka Pengadilan Agama akan memutuskan
bahwa wali hakimlah yang akan menikahkan.”

Sebelum akad nikah dilaksanakan, wali hakim meminta kembali wali
nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada

penetapan dari pengadilan Agama. Apabiia wali nasab tetap ‘adla/, maka nikah

akan dilaksanakan dengan wali hakim.

4 hitp.///w-ww.google.com




BAB 1

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara
1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Purwokerto Utara merupakan salah satu KUA
Kecamatan yang berada dii Kota Purwokerto. KUA Kecamatan ini beserta
KUA Kecamatan lainnya yang berada di wilayah kota Purwokerto didirikan
pertama kalinya pada tanggal 1 September 1990 semenjak kota Purwokerto
menjadi kota administratif. Kota Purwokerto tadinya hanya merupakan
sebuah kecamatan dan mempunyai satu KUA. Dengan berubahnya
kecamatan Purwokerto menjadi kota administratif wilayah Purwokerto
terbagi menjadi empat kecamatan dan masing-masing dari kecamatan
mempunyai satu KUA Kecamatan. Empat KUA kecamatan tersebut

diantaranya adalah KUA kecamatan Purwokerto Utara, KUA kecamatan

Purwokerto Selatan, KUA kecamatan Purwokerto Barat dan KUA Kecamatan

Purwokerto Timur.

KUA kecamatan Purwokerto Utara terletak di jalan Cemara 3, Limas
Agung Purwokerto dengan menempali sebuah gedung bangunan scluas 90 m?

yang berdiri di tanah scluas 228 m2 Gedung yang baru ditempati pada tahun

1997 sampai sekarang mempunyai 5 ruang kerja, 1 kamar mandi dan 1 dapur

yang berbatasan wilayah dengan

Sebelah Selatan - Kantor Koramil Purwokerto Utara
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Sebelah Utara : Gedung Pusat Studi Bahasa Jepang dan Mandarin

Sebelah Timur : Jalan Cemara 3 Limas Agung
Sebelah Barat : Tanah kosong

Dari awal berdirinya, KUA kecamatan Purwokerto Utara mengontrak
di Balai Kelurahan Perum Bancar Kembar selama kurang lebih 3 tahun,
Kemudian pindah dan kontrak di rumah Bapak Ahmad Sacfudin di Perum
Limas Agung kurang lebih 2 tahun dan terakhir kontrak di Perum Bancar

Kembar hingga November 1997. Baru semenjak tahun 1997 inilah KUA
Kecamatan Purwokerto Utara menctap di jalan Cemara 3, Limas Agung
Purwokerto.'

KUA Kecamatan Pu:wokerto Utara berada di lokasi yang cukup
strategis, agak scdikit jauh dari kebisingan kendaraan bermotor dan juga

terlihat nyaman dan asri. Hal ini karena didukung tata letak bangunan yang

kondusif serta keberadaan tanaman pelindung yang sclalu memberikan
kesejukan dan kesegaran. Akan tetapi, walaupun begitu lokasi tersebut

merupakan lokasi yang sangat mudah dijangkau hanya dengan berjalan kaki

4 5 menit dari jalan raya.

Tujuh wilayah kerja yang dibawahi oleh KUA kecamatan Purwokerto

Utara yaitu, Kelurahan Bancar Kembar, Purwanegara, Bobosan, Sumampir,
9

Pabuwaran, Grendeng dan Karangwangkal. Masing-masing dari wilayah

. . : H N » . d»
kerja terscbut di pimpin olch pembantu Penghulu yang mempunyai tugas

tanggal 2 Desember 200

' Wawancara dengan Kcpala KUA Kccamatan Purwokerto Utara (Mukhsin As-Shafikh)
5, di KUA Kecamalan purwokerto Utara. h




pokok membantu calon pengantin dalam mengurus administrasi kepala PPN.

Tujuh pembantu Penghulu tersebut, yaitu

Kelurahan Bancarkembar : Ahmad Saefudin Saerun
Kelurahan Purwanegara : Dartim

Kelurahan Bobosan : Sulkhani

Kelurahan Sumampir : Sahruf Bahrudin
Kelurahan Pabuwaran : Darso

Kelurahan Grendeng : Warso

Kelurahan Karangwangkal ~ : Slamet R. Riyadi®
2. Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001

pasal 2 tcntang pcnataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
’
maka tugas Kantor Urusan Agama  Kecamatan  adalah  mclaksanakan

sebagian tugas Kantor Departemen Agama  Kabupaten/Kota di bidang

urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas. Maka, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara melaksanakan fungsi dan
mempunyai Visi misi yang pasti.
a. Fungsi Kantor Urusan Agama

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

2) Menyelenggarakan sural menyural, pengurusan surat, kearsipan

]

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan

/ . . .
agian Pengadministrasian Nikah dan Ry
matan Purwokerto Ulara,

? Wawancara dengan B
10 Desember 2005, di KUA Keca

juk (Sugeng Prajitno), tanggal
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3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina
masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan
dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Visi dan Misi
Kantor urusan Agama memiliki visi “Unggul Dalam Pelayanan
dan Bimbingan Umat Islam, Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak

Mulia”.

Sedangkan rnisi yang di miliki adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketata laksanaan.

2) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi nikah dan rujuk.

3) Meningkatkan pelayanan dan administrasi kependudukan  dan
keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.

4) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi kemasjidan.

5) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi ZIS (Zakat, [nfak

dan Shadagah) dan wakaf. !
?
|

6) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok

pesantren, haji dan umroh.

7) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.®

§1‘l

matan Purwokerto Utara. i P
,.ﬁ
i

} Dokumen KUA Keca




B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan Job Deskripsi
1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Organisasi merupakan suatu proses kerja sama yang syarat rencana
diantara orang-orang atau badan dalam suatu wadah yang sistematis, formal,
berfikir, serta bertindak guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu instansi yang bertugas di
bidang urusan agama juga memiliki struktur organisasi. Dimana dengan
adanya struktur organisasi tersebut akan menciptakan koordinasi yang baik
dan akan memberikan kejelasan dalam pembagian dan pelaksanaan tugas.
Sehingga masing-masing bagian dapat berperan secara optimal dengan tujuan
agar segala bentuk kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Y Ibid.,

adalah :*
B KEPALA
[_—Drs. Mukhzin Ash-Shafikh
A Pengadministrasian Pengad. Kemasjidan Tata Usaha dan Pramu Kantor dan
Nikah Rujuk dan Pengad, zakat, Keuangan Keamanan
wakaf, dan IbSos
Sugeng Prajimo Indra Sunaryati, BA | Rohmah Hamdiyati Budi Warsito
I —
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Dalam pelaksanaan tugas harian, dibantu juga olch satu orang

pegawai wiyata bakti. Yaitu Saudara Ulil Abshor, SHI. Hal ini dikarenakan

terbatasnya pegawai di KUA kecamatan Purwokerto Utara dimana masing-

masing pegawai banyak yang merangkap 2 tugas sckaligus,

2. Job Deskripsi

Perincian tugas dari masing-masing unsur dalam organisasi KUA

Kecamatan Purwokerto Utara.

a. Kepala Kantor Urusan Agama

9]
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.

Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-
lembaga keagamaan.

Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan
nikah, serta menandatangani akte nikah.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan,

zakat, wakaf dan ibadah sosial.
Meneliti keabsahan berkas akte ikrar wakaf untuk ditanda tangani

10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul

di bidang urusan Agama Islam.

11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan,
12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Kandepag Kab/Ko.

b. Pengadministrasian Nikah Rujuk

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1, N2 dan

N4).

Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formuli
Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan. ¢ mulir NB.
Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC)

Menyiapkan buku akte nikah,
Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan.

Menyiapkan bahan bi.mbingan pelaksanaan  pernikahe
i bingan calon pengantin. pernikahan  dan
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9) Menyiapkan rekomendasi/numpang nikah untuk y: i

di luar wilayah KUA. yang dilaksanakan
10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pengadministrasian Kemasjidan

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
2) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
3) Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, mushala

dan langgar.
4) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan  kepada

masjid, mushala dan langgar.
5) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah

dan penyiaran agama.

6) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta
mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.

7) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan
bimbingan calon pengantin.

8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pengadministrasian Zakat, Wakaf dan Ibsos

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
2) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan ibsos.
3) Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.
4) Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
5) Membantu KUA memberikan bimbingan
) pelaksanaan Zawaibsos. s dan  penyuluhan
i perkembangan kegiatan Zawaibsos (statistik).

6) Mengikutl
Meneliti kelengkapan berkas/fisik usul pensertifikatan tanah wakaf,

7)

8) Membukukan/mencatat tanah wakal yang sudah .
disertifikatkan. selesai

9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan

Pengadministrasian Keuangan

iapkan bahan dan peralatan kerja.

1) Meny
an rencana anggaran pembiayaon KUA.

2) Menyiapk

3) Menerima biaya nikah.
4) Memb

5) Menya
6) Menyusun

ukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos dan Gir
lurkan dana bantuan dari NR kepada BK;/I al?qiud 0.
pertanggungjawaban keuangan NR. » P2ZA dan BP4.




7) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kecamatan.

Petugas Tata Usaha

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.

3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
4) Menata arsip KUA.

5) Mengetik konsep surat/naskah.

6) Menata buku-buku perpustakaan kerja.

7) Menyusun file pegawai.

8) Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.

9) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.

10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.

Petugas Keamanan

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

2) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

3) Mengatur parkir motor.

4) Mengamati tamu yang berkunjung.

5) Melakukan pengecekan secara berkala.

6) Menaikkan dan menurunkan bendera.

7) Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pramu Kantor

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
2) Membersihkan ruang kerja dan halaman kantor.
3) Menyiapkan minum para karyawan KUA,

4) Mengantar surat.

5) Menata dan merawat taman.

6) Memelihara sarana telepon, listrik dan air.

7) Melaksanakan tugas khusus dari pimpinan.
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.’

5 Ibid., (Nama Dan

Peningkatan Pendayagunaan
Tahun 1995/1996.

Uraian Jabatan Pada Kantor Urusan Agamq Keca
h ]
Aparatur Departemen Agama R [ Sekretariat Jenderz[(gi’}opg)ry;;ﬁsasi
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BAB IV
ANALISIS PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH
WALI ‘4DLAL DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

TAHUN 2005

A. Prosedur Pernikahan di KUA

Sctiap warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan dan
beragama Islam haruslah dicatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan

perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
Hal ini juga merupakan usaha pemerintah agar dikemudian hari setelah
pernikahan, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isteri tidak ada yang

akan merasa dirugikan. Karena dengan pencatatan perkawinan yang dibuktikan

dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu

tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

1 = % 2
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta

tersebut, suami istert memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah

I
mereka lakukan.

Pelaksanaan pernikahan baru akan dapat dilaksanakan jika orang yang

hendak menikah telah memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan sesuai
aku. Proscdur awal yang harus dilakukan bagi orang

dengan peraturan yang berl

I Ahmad Rofiq, Hukum sl di [ndonesia, (Jakarta : RajaGrafindg Percada, 1995). him. 107,
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vang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara

adalah harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah

[lal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 477 tahun 2004 pasal 6 tentang pemberitahuan kehendak nikah, yang

menjelaskan bahwa :
1. Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu

atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat

surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau

wakilnya.
tat Nikah menerima pemberitahuan tersebut

Setelah Pegawai Pencd

a adalah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali

maka langkah selanjutny
an pemikahan menu
atat Nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KMA RI

nikah tentang halang rut model NB. Ada beberapa hal yang

akan diteliti oleh Pegawai Penc

tahun 2004, diantarany? adalah sebagai berikut :

gan untuk nikah m
au surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul

1. Surat keteran enurut model N-1.

2. Kutipan akta kelahiran at

g diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut

calon mempelai yan

model N-2.
ut model N-3.

on mempelai menur

3. Persetujuan kedud cal
g tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat

4. Surat keterangan tentang 0rat

-4.
setingkat menurut model N




5. lzi i -
Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 2
usia 21

tahun menurut model N-5.

6. . . .
Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagai
imana

dimaksud nomor 5 di atas diperlukan izin dari Pengadilan.

7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19
ur 1

tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun

8 Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari
Il

atasannya/kesatuannya.
9. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
10. Akta ccrai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi
ebelum berlakunya Undang-undang

mereka yang perceraiannya terjadi s

Nomor 7 Tahun 1989.
u surat keterangan kematian suami/isteri dibuat olel
h

11. Akta kematian ata
sa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian

kepala de
au duda yang akan menikah.

model N-6 bagi janda at

+aan bagi warganegara asing.

12. Izin kawin dari kedu
i Pencatat Nikah, kemudian ditulis dalam

Hasil penelitian Pegawa
sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Akan tetapi, apabila ternyata hasil
ukkan adany? h

u belum terpenuhi bevberapa persyaratan dalam

alangan perkawinan sebagai dimaksud

penelitian menunj

Undang-undang dan ata

gawai pencatat Nikah memberitahukan kepada calon

pemeriksaan maka Pe
ah atau wakiln
syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan

ya. Apabila pemberitahuan itu telah dipandang

suami dan wali nik

emenuhi syarat-

cnkup dan m
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untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang

pcmberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang

telah ditetapkan, dan menempelnya di papan pengumuman yang berada di

Kantor Urusan Agama agar mudah dibaca oleh umum.

Akad nikah akan dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman

ditempel. Dalam waktu 10 (scpuluh) hari scbclum Penghulu atau Pembantu

Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti

kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) setempat. Dalam memberikan penasehatan dan bimbingan,

Badan Pcnaschatan Pcmbinaan dan Pelcstarian Perkawinan akan mendorong

kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan

pendahuluan sebagal berikut:

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah

mereka saling cinta atau setuju dan apakah orang tua mereka menyetujui atau

merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua

calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak

hanya formalitas saj-
erusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik

2. Masing-masing b
menurut hukum munakahal maupun menurut perundang-undangan yang

mencegah  terjadinya penolakan atau pencegahan

berlaku. Hal ini

perkawinan.
paya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah

3 Calon pengantin SY
kewajiban suami istri dan sebagainya.

tangga, hak dan
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a meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon

4. Dalam rangk

mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan supaya calon mempelai

wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus foxoid.

Baru kemudian setelah itu akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu

atau Pembantu Penghulu dengan memenuhi rukun yang ada. Seperti dua calon

mempelai,wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Pelaksanaan akad nikah

dilakukan oleh wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanpa adanya

pelanggaran terhadap syarat-syarat wali, wali nasab dapat mewakilkan kepada

Penghulu atau Pembantu Penghulu atau orang lain yang menurut Perghulu atau

hulu dianggap memenuhi syarat. Setelah akad nikah selesai

Pembantu Peng
dilangsungkan masing-masing suami isteri menerima buku nikah dan
dianjurkan melegalisasi copY buku nikah. Penerimaan buku nikah ini merupakan

dur pelaksanaan nikah sesuai dengan undang-undang yang

akhir dari prose€
berlaku di negara Indonesia bagi warga negaranya yang beragama Islam.
Sebagai sebuah peristiwa hukum, sudah selayaknya akad pernikahan
asarkan semata-nata atas dasar saling percaya yang diucapkan

tidak hanya did
kepercayaan tersehbut harus disimbolisasikan dalam

secara verbalistik, {etapi jugd
kta nikah) sebagai bukti yuridis. Dengan demikian nilai

sebuah akta tertulls (a
tara dua orans calon mempelai sebagai nilai yang berdimensi

kepercayaan 4an
radaannya dengan bingkai hukum sebagai landasan

| harus dikawal kebe

formal.

mora
yang bersifat legal Semakin  tinggi  kemungkinan lahimya
pcnyalahgunaan nilai kepercdy aan dalam perkawinan dalam kehidupan sosial,




Islam, (Yogyakarta: Pus

147,
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maka bobot keharusan pencatatan perkawinan semakin besar dan pencatata
n

sebagai sesuatu yang niscaya ada dalam proses perkawinan.’

Dalam al-Qur’an dan hadits tidak ada referensi langsung yang

menjelaskan tentang pencatatan dan adanya buku nikah sebagai bukti otentik

yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan

perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih merupakan

suatu hal yang dianggap perlu untuk disosialisasikan. Boleh jadi hal ini, akibat

pemahaman yang figh sentris, yang dalam kitab-kitab figh hampir tidak pernah

dibicarakan, sejalan dengan kondisi pada waktu figh ditulis.*

Penulis sendiri sepakat dengan pendapat para tokoh pada uraian di atas

yang mengatakan bahwa keharusan adanya pencatatan dan akta perkawinan

yang harus ada dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindak preventif atas

inan-kemungkinan pelanggaran hukum. Apabila ada pihak baik itu dari

kemungk
k suami yang tidak bertanggung jawab dengan

pihak istri ataupun piha
melakukan kekerasan fisik ataupun psikis. Pihak yang merasa dirugikan dapat

n haknya. Karena pencatatan dan akta perkawinan tidak hanya

mempertahanka
administrasi dilangsungkannya pernikahan, pencatatan dan akta

sebagai syarat
an payung hukum bagi para pihak.

an juga dapat dijadik

perkawin
is, walaupun pencatatan perkawinan dan aktanya tidak

Menurut penul
dijelaskan dalam al-Quran ataupun al-Hadits. Namun, pencatatan perkawinan
dan membuktikannya dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang sangat

. Fi - Wacana Keadilan G,
mbongka! Figh Negara sender dall T
at Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Rel‘i:il lz-lgggfr hll\rer'llmlzg%a

[slam di Indonesia, him. 118.

2 Ridwan, Me

3 Ahmad Rofid. Hukum
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jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini berarti sejalan

dengan prinsip:

20 ~

VO PUN S E ARMEA e

Menolak kemuadaratan lebih didahulukan daripada meinperolel: kemaslahatan.

s A - 1.&//
4

silallly byl Lol e JUy G0

Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan

kemaslahatan rakyal.
Berdasarkan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan

perkawinan dan aktanya yang dilakukan dan dikeluarkan oleh KUA adalah
boleh scpanjang tidak ada dalil yang tegas melarangnya dan beitujuan demi

kemaslahatan rakyat.

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan
dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah tekhnis dalam epistemologi
hukum Islam, adalah metode istislah atau maslahat mursalah. Hal ini karena
meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan
pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syarai’ yang ingin

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
alisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan

Dengan an

perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

atiby hal tersebut memiliki landasan metodologis

semua pihak. Menurut al-Sy

] Isigh, Cet. 1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), him. 290.

4 Rakhmat Sya eH e Islam di Indonesia, hlm. 121.

5 Ahmad Rofiq.
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s atau maslahat mursalah yang merupakan dalil

yang cukup kokoh, yaitu qiya

angun atas dasar kajian induktif (istigra* 1).°

B.
Data Kasus Dan Faktor Penyebab Adanya Wali Adlal

Data Kasus
Untuk memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapk
an

oleh Kantor Urusan Agama tidak selalu dapat berjalan lancar sesuai d
engan

apa yang diinginkan. Ada beberapa syarat yang terkadang tidak dapat
a

dipenuhi. Seperti izin dari orang tua atau wali untuk menikah dikarenak
an

au yang biasa diseout dengan wali ‘adlal. Di KUA Kecamat
an

enggan at
Purwokerto Utara terdapat beberapa katus wali yang enggan tuk
untu

menikahkan. Hanya saj2, wali yang enggan tersebut akhimya ma
u

telah ada upaya perdamaian yang dilakukan

memberikan izin/menikahkan se

oleh kepala KUA Kec

erapa contoh kasus t€

amatan Purwokerto Utara.

Beb rsebut yang terjadi di tahun 2005

berikut:

diantaranya adalah sebagal

. Jum‘at, 11 November 2005.

a  Akad nikah
ta Nikah - 379/39/ X1/ 2005.

Nomor Ak
. Erikson Butar Butar dan Resti.

Pernikahan antard
. Jejaka dan Perawan.

S.atus
Pendidikan terakhir . SMA dan SMP.
wali - Sukamto.
Status . Wali nasab.

.

¢ 1bid.,




Faktor penyebab ‘adlal

b. Akad Nikah

C.

Nomor Akta Nikah
Pernikahan antara
Status

Pendidikan terakhir
Wali

Status

Faktor penyebab adlal

Akad Nikah
Nomor Akla Nikah
Pernikahan antard

Status

Pendidikan terakhir
Wali

Status

Faktor pcnycbab “adlal

64

Calon suami baru saja masuk Islam (mu ‘alaf)
dan masih diragukan keyakinan:uya terhadap

agama barunya tersebut.

- Senin, 19 Desember 2005.
- 423 /16/XI11/2005.

- Ruslan dan Murdiati.

. Jejaka dan Perawan.

- SD dan SMK.

. Sudirjo.

- Wali Nasab.

. Calon suami asal tempat tinggalnya jauh dari

tempat tinggal calon isteri. Calon suami
berasal dari Lombok Timur sedangkan calon

isteri berasal dari Pabuwaran, Purwokerto

. Sabtu, 21 Mei 2005.

181/32/V/2005.

. Kustoni dan Dew.

- Jejaka dan Perawan.
- SLTA dan SLTA.

- Kartodiharjo.

- Wali Nasab.

. Calon isteri masih belum selesai kuliah dan

wali menginginkan calon isteri/putrinya




65

terscbut  menyelesaikan kuliah  hingga

mendapat gelar kesarjanaannya.

d. Akad Nikah . Selasa, 30 Agustus 2005.
Nomor Akta Nikah . 300 /43 / VIII/2005.
. Marsono dan Mardiyah.

Pernikahan antara
. Jejaka dan Perawan.

Status

Pendidikan terakhir . SLTA dan SLTA.
Wali . Kusno Andrianto.
Status . Wali Nasab.

Faktor penyebab cqdlal : Calon suami belum bekerja dan belum

mempunyal penghasilan.

e. Akad Nikah . Jum‘at, 15 Juli 2005.
Nomor Akta Nikah . 238/20/ V11 /2005. ‘

Pernikahan antara - Sutarso dan Tumirah. \ |

. Jejaka dan Perawan.

Status :
pendidikan terakhir . SD dan SD. | |
wali . Kunto Sarjono. l{
Status . Wali Nasab.
. . Terjadi perselisthan ~ S I
Faktor penyebab adlal i p antara calon isteri it
dengan walinya yang disebabkan <alon isteri "
tersebui telah lama tidak menganggap wali |
sebagai orang tua.’
7 Dokumen KUA kecamatan purwokerto Utara.
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Faktor Penyebab Adanya Wali “Adlal

. l

esok bukanl
nlah suatu hal yang mudah. Banyak berbagai m
acam hal yan
g

perlu di . e
diperhatikan. Mulai dari tingkat kekufu‘an dengan

- | | parameter suku
gsa, agama hingga status sosial. Hal ini dikarenakan

pasangan hid
yang te -
pat memegang peranan yang sangat penting dalam
menciptakan

sebuah bangunan rumah
tangga yang didirikan a
gar kokoh, damai
> 1, tentram

dan sejahtera dalam bingkai mawaddah wa rahmah

ihak kaum wanita. Hal ini dikar
. enakan kaum wani
nita punya hak

tangan p
n atau menolak lamaran dari seorang laki-l
ci-laki.

penuh untuk meneruska
Kali banyak dijum i
jumpal seorang wanit
a yang telah

Hanya terkadang sering
n untuk menentukan pilihannya berdasarkan keseta
etaraan dan

memutuska
kerelaan dirinya sendiri tidak mendapatkan izin waliny
a untuk meni
entkah
linya 1ersebut mengh

an antara wanita dan walinya terhadap laki-laki
. l- i

n

n tentang kesetara

penilaia
wanita tersebut menjadi s

yang akan menikah’ uatu kendala yang tidak b
isa
g sebelah mata. De
n tetap tidak akan dapat dilaksanakan. Karena i
: na izin

ngan adanya perbedaan ini tentunya ak:
an

hanya dipandan

abkan pemikaha

menyeb
aan wali dalam perk

awinan jadi
menjadi unsur yang sangat

wali dan Keberad

rkawinan.

penting demi terfaksanany? pe
 wali yang tidak mengizinkan putrinya menikah
nika

gan Wali ad}c“ 2 t Ellzlta']lg belal\ang dari beCI aoa
. Y

asa disebut den

atau bi
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faktor. Baik itu faktor intern maupun extern. Beberapa faktor penyebab

adanya wali ‘adlal di lingkungan KUA Kecamatan Purwokerto Utara yan
g

dapat penulis kemukakan berdasarkan data kasus yang telah disebutkan di
i

atas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor yang

berasal dari calon mempelai laki-laki. Seperti:

1) Faktor Agama
Agama merupakan menjadi penentu baik atau buruknya

seseorang. Karenad setiap Agama membawa kebaikan bagi semua
orang untuk mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Tidak

perlu diragukan lagi, ajaran-ajaran yang terkandung dalam suatu

a dipastikan berdampak baik bagi yang mengikuti ataupun

agam

mempelajariﬁya'
Islam sebagai salah satu agama yang berada di muka bumi

empun‘y'ai misi yang begitu besar membawa umatnya untuk
kepada Allah SWT. Mentaati perintah dan

ini m

menyembah hanya
menjauhi jarangan-Nya sebagai salah satu bentuk ajaran yang
dibawa Islam bagi umatnya dijadikan bentuk perwwjudan rasa cinta
terhadap Allah SWT. Karena hanya Allah SWT Tuhan yang harus
an tidak ada Tuhan selain Dia. Dosa yang paling besar

disembah d
diantara umat adalah jika diantara mereka menyekutukan-Nya
n mengabdi kepada selain-Nya. Dikarenakan
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menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar akhimya hal
ya ha

tersebut berpengaruh kuat kepada setiap umat muslim
: untuk

berusaha tidak terjerembab ke dalam dosa tersebut

Pengaruh terscbut juga menyebabkan  timbulnya

keengganan seorang wali untuk menikahkan putrinya ketika
eti

mcngetahui calon suami putrinya tersebut adalah seorang mu ‘alaf.
u'alaf.

Karena mau ataupun tidak mau seorang mu ‘alaf pernah berada pada

posisi menyekutukan Allah SWT. Seperti terdapat dalam ka
asus

kahan antard Erikson Butar-Butar dan Resti. Sebel
: elum

gkan, wali dari pihak pengantin perempuan

perni

pernikahan dilangsun
yaitu bapak Sukamto menyatakan  keengganannya untuk
menikahkan. Hal ini dikarenakan calon suami dari putrinya belum
a berpindah keyakinan memeluk agama Islam. Ketakutan wali

i calon suami kembali memeluk agamanya yang

lam

jika suatu saat nant
Jama juga menjadi salah satu kekhawatiran lain. Karena merupaka
n

yang besar jika wali telah menyerahkan putrinya kepada

kesalahan
laki-laki yang memeluk agama yang berbeda dengan putrinya dan
ga akhirnya putrinya tersebut tertarik mengikuti

i

dikhawatirkan ju

agama suaminya.

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa ag
ama

ternyata  Sanga! mempengaruhi  pertimbangan  wali  dalam

n laki-laki yang sesuai untuk menikah dengan putri
nya.

menentuka
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2) Faktor Ekonomi

Faktor yang selalu mempunyai peranan penting yang

dipercaya dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan adalah
faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang cukup

dan memadai dapat menjadi landasan yang digunakan agar bahtera
kehidupan rumah tangga dapat terus berlayar. Oleh karena itu, tidak

mustahil jika seringkali dijumpai banyak wali yang melihat

kesetaraan dari segi materi.

Seorang suami harus dapat memberikan nafkah

keluarganya. Kewajiban ini harus dapat dipenuhi oleh seorang suami

dan bukan merupakan tanggung jawab seorang isteri. Ini termaktub

jelas dalam firman Allah SWT,

0o s0-5 & 230 o @ Joo a7 %0 L
BETS YYrALP i3S s c)-,eb:) Yyl e

Artinya: “...- Dan kewajiban ath (suami) adalah memberi makan
dun pakaian kepada pard tbug (isteri) dengan cara yang
ma ‘ruf- " (OGS Al- Bagarah (2): 233).

Tampaknya beberapa hal di atas menimbulkan rasa enggan

seorang wali untuk menikahkan jika dihadapkan pada kondisi calon
suami putrinya belum bekerja. Kasus ini terjadi pada pernikahan
Marsono dengan Mardiyah yang sebelumnya tidak

antara
n menikah dari bapak Kusno Andrianto sebagai wali

mendapatkan izi
dikarenakan wali enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang

belum bekerja. Karena sccara tidak langsung wali menganggap

-
[-Qur‘an dan Terjemahnya, hlm. 57.

¥ Departemen Ag2

ma R.1, A

)
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S : . .
uami yang belum bekerja tidak dapat melakukan kewajiban untuk
un

memberikan nafkah kepada keluarganya kelak.

Dari uraian dan contoh kasus di atas sangat jelas sekal
ekali

menerangkan bahwasanya faktor ekonomi akan selalu menjadi
adi

ang sangat berarti bagi wali dalam menentukan suami bagi
agl

sa dipungkiri, dengan adanya harta dan

alasan y

putrinya. Sebab tidak bi

pendapatan yang bisa menopang seluruh kehidupan keluarga dapat
a

menciptakan keluarga yang sejahtera.

Faktor Tempat Tinggal

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, untuk itu bukan
nkan jika beberapa wilayah Indonesia

sesuatu yang meunghera

beberapa pulau yang jarak tempuhnya memakan

terpecah menjadi
lama dikarenakan letaknya terpisah jauh.

waktu yang
Faktor wilayah yang terpisah berjauhan tampaknya belum
r oleh seorang wali untuk memberikan izin menikah

bisa ditoleri
uami berasal dari wilayah lain yang sangat

utrinya jika calon s
jauh dari tcmpat tinggal putrinya. Hal ini terjadi pada pernikahan
an dan Mardiati. Ru

k Timur. Sedangkan Mardia

slan adalah seorang laki-laki yang

antara Rusl
ti berasal dari

urwokerto- wali dari Mardiati yaitu bapak Sudirjo

ika harus menikahkan putrinya dengan

Pabuwaran, P

gat keberatan ]

merasa san
galnya jauh dari tempat tinggal putrinya

yang tempat ting

laki-laki
nakan wali peranggapan d

engan tempat tinggal

perasal. Hal ini dikare
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akan mempersulit diri
irinya untuk bertem
u ataupun v
4

yang jauh

berkomunikasi '
si dengan putrinyd Dapat di 1
_ Dapat dipastikan setel
ah menikah
i
.“\;
i

nanti pulrinya tCI'SCbth ak iba a
ya kembali ked
4 acrah
J‘]]
I

asalnya yang jauh. Sedangkan kebutuhan finansial ataupun
non N
|

finansial yang harus diperlukan tidak sedikit untuk mewujudk
judkan

rtemu ataupun berkomunikasi dengan putri
nya
u]
' “Vf

keinginan be

dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas calon suami yang berasal dari
ari |
|
jauh mengakibatkan munculnya rasa ‘H

wilayah yang sangat

keengganan seorang wali untuk memberikan izin menikah
| "l‘x
' |
|
|

b. Faktor Internal
sud di sini adalah beberapa faktor

Faktor internal yang dimak

lon pengantin putri itu sendiri. Seperti: 4
i

yang berlatar belakang dari ca

1) Faktor pendidikan

Di zaman Yané semakin canggih dan modern ini tentunya |
pendidikan erupakan suaty hal yang sangat urgen. Semakin orang |
akin tinggi pula pengetahuan  yang

sem

a Oleh banyak sekali or
y ang tua yang 1

dimilikin
perusaha menyekola

hkan anak-anaknya dengan

be:rlomba—lombzl

Kebahagiadl anak-anaknya akan tercipta.
!
|

sebuah harapa’
onesia terdiri dari beberapa jenjang

jikan di Ind

. tingkat dasar hingga bangku perkuliahan. '
14
1
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Tidak ua
semua orang mampu untuk melewati jenjang pendidika
idikan

tersebut. Hal ini dikarenakan bi
iaya pendidikan yan 1
g tidak murah d
an

juga persaingan pelajar yang demikian ketatnya

Perkawinan terkadang dian
ggap membuat mand
cgnya

pendidikan. Ini terlihat dari banyaknya wali yang
. . enggan
menikahkan putrinyd Ketika masih sekolah ataupun kuliah. S

. Seperti

ada pernikahan antara Kustoni dan Dewi. Wali da
. 1 1

yang terjadi P
mempelai perempuan yaitu bapak Kastodiharjo sebelum
nya

putrinya dikarenakan pendidikan yang sedang

calon

enggan menikahkan
dijalani putrinya di bangku kuliah belum selesai. Keen
: gganan

tersebut jug2 muncul karend wali takut jika pernikahan dilaksanak:
nakan

g sedang dijalani tidak dapat terselesaikan denga
n

pendidikan yan
baik. Sebab wali khawatir jika putrinya harus menghadapi d
unia

perkawinan dengan dunia pendidikan secara bersama-sama tid
g idak

antuk menjalaninya. Hingga terkadang ha
rus

akan berhasil
galahkan salah satunya. Sedangkan keinginan utama wali dari
ari

gelar kesarjanaan dapat diperoleh.

putrinya adalah
Berdasarkan alasan di atas, ketakutan seorang wali jik
Jika

pendidikan putriny2 figak dapat terselesaikan dengan  baik
ai

g munculnya rasa

h/kuliah. Karena wali juga mempunyai harap
an

merangsan keengganan untuk menikahkan putri
nya
ka masih sekola

perhasil di dunia pé

keti
ndidikan.

putrinyd dapat
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2) Faktor Perselisihan

Perselisihan yang terjadi antara orang tua dan anak ak
akan

membuat  hubungan diantaranya menjadi  tidak ha
rmonis.

Ketidakharmonisan ini dapat dipicu dari beberapa hal yang melat
atar

belakanginya. Tampaknya rasa2 tidak hormat hingga menyebabka
n

ak mengganggap lagi orang tuanya sebagai oran
g

seorang anak tid

dung merupakan suatt hal yang paling utama dari beberap
a

u terjadinya perselisihan. Kewajiban seorang

tua kan

hal lain yang memic

anak adalah untuk menghormati oran

g tua. Menghormati baik itu

perkataan yang tidak menyinggung

melalui perilaku ataupun

perasaan orang tua.

un kadangkala hal
orang tua terhadap anaknya memicu

Nam tersebut dilupakan, sehingga rasa

dan rasa dendam

marah
ara keduanya. Padahal

erselisihan diant orang tua dan anak
- dividu yang
sebuah perkawinan yang selalu membutuhkan keharmonisan
antara anak dan oran

p
dak dapat dipisahkan. Ini bisa terlihat

merupakan

dalam
g tua sebagai calon pengantin

dan kesesuaian

|i. Karena tanpa izin dari orang tua atau wali perkawinan

putri dan wa
can dapat dil2

h satu kasus yang be
o dan Tumirah. Perselisihan yang telah

ksanakan.

tidak
rkaitan dengan hal tersebut terjadi

Sala

pada perflikahan antara Sutars

neul dikarenaka
endapat persetujuan dari putrinya hingga

o wali menikah kembali setelah kematian

[ama mu
: yang tldak m
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menyebabkan putrinya tersebut lepas kontrol dengan tidak
1

menganggap bapak atau wali sebagai orang tuanya memicu
rasa
i!

balas dendam wali untuk enggan menikahkan putrinya. Karena telah
. a i {

mati dan tidak menghargai

lama putrinya tersebut tidak mengho

dirinya sebagai orang tua yang merupakan sosok penting yan

g

sangat dibutuhkan putrinya dalam pernikahan. Oleh karena itu, rasa !
) w‘e

cul jika wali dihadapkan pada )
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